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BUPATI ACEH SINGKIL

a. bahwa dengan ditctapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Pajak Dacrah dan Retribus) Dacrah maka Pajak
Penerangan merupakan jenis pajak daerah; -

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditclapkaﬁ" dalam suatu
Qanun.

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Acch Singkil: | '

®

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacerah;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paj:iﬁ Dacrah dan

- Retribusi Dacrah scbagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Dacrah dan
Retribust Dacrah;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Dacrah. '

Dengan Persetujuan

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL -

MEMUTUSKAN

pkan . QANUN KABUPATEN ACEIl SINGKIL TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN,



BADB |
KICTENTUAN UNUNMI

Pasal |

Dalam Qanun int yang dimaksud dengan

l F]

I

‘oI

(1)

(2)
(3).

Dacrah adalah }\ahu[mlum Acch Singkil;

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Dacrah Kabupaten Au.h
Singkil;

Bupati adalah Bupati Acch Singkil;

Dewan Perwakifan Rakyat Dacrah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Kabupaten Acch Singkil;

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pc..ndapalan Kabupaten Acch
Singkil;

PT. Perusahaan Listrik Negara (Perscro) yang sclanjuthya
disingkat PLN adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak
dalam bidang Usaha Ketenagalistrikan sesuai  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BADB 1l
\'AMA OBJEIK DAN SUBJEK PALJ. \K

Pasal 2

o

Dengan nama Pajak Pa.m,r..mg,an Jalan dipungut Pajak kepada
setiap Pengguna T'enaga Listrik.

Objek Pajak adalah Pengguna Tenaga Listrik.

Penggunaan Tenaga Listnik sebagamana dimaksud pada ayal
(1) Pasal int adalah Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal
dari PLLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objck Pajak adalah :

d.

D.

Pcngeuna Tenaga Listrik oleh Instanst Pemerintah Pusat d:m'
Pemernintah Dacrah;

Pengguna tenaga histnk pada tempat-tempat yang digunakan
olch kedutaan, konsulat perwakilan asing dan Lembaga-lembaga
Internasional dengan asas timbal balik scbagaimana berlaku
untuk Pajak Negara; ' 5

Pengguna Tenaga Listnik yang berasal dari bukan Pl N dengdn
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan wzin darnt Instans

Teknms terkait;
Pengguna Tenaga Listnk yang Khususnya digunakan untuk”
tempat Ibadah.



| . BADB VI
MASA PAJAK DANSAAT l’\l\l\. 'R l\\(.

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu vang lamanya 1 (satu) bulan
Takwin, '

CBAB VL
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 10
Untuk  menyelenggarakan/melaksanakan pemungutan Pajak
Pencrangan Jalan schagamana dimaksud pada pasal 2 akan diatur

Jalam leputusan Bapat

COBAB VI _
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pelaksanaan Qanun ini ditctapkan dengan Keputusan Kepala Dacrah.

Pasal 12

Qanun e mular berlaku scpak tangeal diundangkan. Apar supaya
sctrap orang dapat mengetahumya, memerintahkan pengundangan
Qanun 1 dengan mencempatkannya  dalam  Lembaran Dacrah
Fabupaten Aceh Singd ol

Ditctapkan di - Sigkil |
Pada Tanepal 27 M ¢ 1 2002
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Pasal 4

(1). Sujek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan Mukum yang
menggunakan tenaga histrik:

(2). Wapb Pajak adalah Orang Pribadi atau HdLLm Hukum  vang
mengeunakan Tenaga Listrik.,

Pasal §

(1) Dasar Penpenaan Pajak adadaby Nabar duad "Tenaga astink,

(7). Nilin Jual FPenaga Lastnk sebagammana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan ;

a.  Dalam Tenaga Listrik berasal dari PLN dan bukan P1LN
dengan pembavaran, Nilar Jual Tenaga lListrik  adalah
besarnva lagihan biava penggunaan listrik/ rekening listrik;

5 Dalam hal tcnaga listrik berasal dari bukan PLN déngan
tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga hstrik dihitung
Lerdasarkan  kapaswas  tersedia  dan  penggunaan atauw
laksiran penppunaan hisink serta harga lisink yang benaku
di Wilayah Dacrah.
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Pasal G

Taril Pajak ditetapkan sebagai berikut
a.  Penggunaan Tenaga Lastnk vang berasal dare PLN, bukan

Industrr sebesia 1O "0 Coepuludy perien),
L. Penpgpeunaan tenaga histoh yang berasal darne PLN untuk industin
ROBESHE ocipens s 10 % (sepuluh persen),

¢. Penggunaan 'I'u.:nmul Listrik vang berasal dart bukan PLN, untuk
Inchitstel SeBBREE 0o i ai e m"u(wpuluh Persen),

d. Berglvniin lunmm mnl varg bernsnl duri Bbukan PLN, untuk
DUk INAUstEE SCORSIE e 1O % (sepululh persen)

BAB 1V
CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 7
Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tanf

Pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 du\gan dasar pengenaan
Pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 '
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Pasal 8

dajak  terhutang dipungut  diwilayah  dacrah tempat penggunaan
(cnaga listnik. |



